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This study aims to examine that the Corruption Eradication Act, there are difficulties
or obstacles in knowing the amount of funds from the results of criminal acts of cor-
ruption. Therefore, the Supreme Court issued a guideline in the Supreme Court Reg-
ulation Number 5 of 2014 concerning Criminal Additional Substitution in the Case
of Corruption Crime. The provisions of the Supreme Court Regulation are intended
to complement the weaknesses and shortcomings of the provisions of Article 18 of Law
Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corrup-
tion. This study uses normative data with primary and secondary law data sources.
Data collection techniques in this study are observation, documentation and literature
study. The data collected is analyzed qualitatively. Found that the execution of substi-
tute money based on a decision that has legal force remains contained in Article 9 of
the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation Number 5 of 2014. The results
of the auction of state booty, according to Article 9 of the Regulation of the Minister
of Finance Number 03 / PMK.06 / 2011 governing the handling of state spoils, are
given full power to the service office to deposit into the state treasury as Non-Tax State
Revenue in the form of general acceptance of the Prosecutor’s Office within 3 (three)
months and can be extended for a maximum of 1 (one) month

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kesulitan atau hambatan Undang-undang
Pemberantasan Tindak Korupsi dalam mengetahui besaran dana dari hasil tindak pi-
dana korupsi Oleh sebab itu, Mahkamah Agung mengeluarkan pedoman dalam Per-
aturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang
Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 5 tahun 2014 bertujuan untuk melengkapi kelemahan dan kekurang-
an ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini
menggunakan normatif dengan sumber data Hukum Primer dan Hukum sekunder.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi dan stu-
di kepustakaan. Data yang terkumpul di analisis dengan secara kualitatif. Ditemukan
bahwa eksekusi Uang Pengganti berdasarkan putusan telah berkekuatan hukum tetap
tertuang didalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2014. Hasil pelelangan barang rampasan negara, menurut Pasal 9 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 mengatur tentang pengurusan barang
rampasan negara, diberikan kuasa penuh kepada kantor pelayanan untuk menyetor-
kan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penerimaan umum
pada Kejaksaan dalam waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama
1 (satu) bulan.
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PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius
bagi Indonesia dan seluruh negara di dunia. Menu-
rut Indeks Persepsi Korupsi, pada tahun 2019 Indo-
nesia menempati peringkat 85, di mana posisi ini ma-
sih di bawah negara-negara sekitar, seperti Malaysia
dan Singapura (Transparency International, 2019).
Dalam mengurangi tingkat pidana korupsi, peme-
rintah telah berupaya untuk memperbaiki situasi
ini dengan mengembangkan banyak peraturan. Se-
dangkan, tingkat tindak pidana korupsi di Indonesia
menurut ICW (2019) dengan indikator pada kinerja
penyelidikan aparat penegak hukum selama tahun
2019, bahwa jumlah kasus korupsi sebanyak 271 ka-
sus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung,
Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dengan jumlah tersangka 580 orang, kerugian
negara Rp8,4 triliun, jumlah suap Rp200 miliar, pun-
gutan liar Rp3,7 miliar dan jumlah pencucian uang
Rp108 miliar.

Darijumlah kasus korupsi tersebut, mengindikasikan
bahwa tindak pidana korupsi memberikan dampak
negatif, seperti mengikis kepercayaan dalam sistem
politik dan mengurangi kepercayaan antarpribadi
(Seligson, 2002), penyimpangan kebijakan, ketim-
pangan pendapatan dan persaingan politik. Selain
itu, dengan mengorbankan sektor-sektor sosial, ko-
rupsi kemungkinan akan mendistorsi alokasi sumber
daya publik negara demi mendukung pengeluaran
dan barang-barang yang lebih berpotensi mengha-
silkan uang suap yang secara langsung bermanfaat
bagi pejabat publik, seperti modal, konstruksi, jalan
raya, pinjaman, dan total gaji dan upah (Liu & Mike-
sell, 2014).

Hardjapamekas (Kemendikbud RI, 2011) menyebut-
kan tingginya kasus korupsi di Indonesia disebabkan
oleh beberapa hal diantaranya: (1) Kurang keteladan-
an dan kepemimpinan elite bangsa, (2) Rendahnya
gaji Pegawai Negeri Sipil, (3) Lemahnya komitmen
dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan
perundangan, (4) Rendahnya integritas dan profe-
sionalisme, (5) Mekanisme pengawasan internal di
semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi
belum mapan, (6) Kondisi lingkungan kerja, tugas ja-
batan, dan lingkungan masyarakat, dan (7) Lemah-
nya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika.

Berdasarkan dampak negatif dari korupsi, maka baik
Indonesia ataupun negara di dunia memiliki niatan
dalam menanggulangi korupsi baik dengan cara re-
presif maupun preventif. Di internasional, korupsi
dikatakan sebagai kejahatan kerah putih (white collar
crime) (Smith, 2017). Pada tahun 1990-an korupsi mu-
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lai mendapat perhatian secara intensif dalam komu-
nitas internasional (Ramiyanto, 2014), yang disebut
sebagai Global Corruption Epidemic. Di Indonesia
sendiri dalam aspek kehidupan masyarakat, bangsa
dan negara Indonesia, korupsi telah mengakar dan
semakin kompleks. Hal ini dapat terlihat sejumlah
penangkapan pada setiap pejabat daerah, pejabat
pemerintahan dan anggota Dewan oleh Komisi Pem-
berantasan Korupsi Republik Indonesia (Iskandar,
2018). Pada hakikatnya faktor penyebab korupsi itu
ada dua hal, pertama adalah faktor internal dan ke-
dua adalah faktor eksternal (Hartanto, 2017).

Faktor internal ini merupakan penyebab terjadinya
korupsi yang datangnya dari diri sendiri (si Pelaku),
misalnya seseorang memiliki jabatan, dan memiliki
pikiran secara materialistis dan konsumtif, maka ke-
adaan ini yang memanfaatkan jabatan tersebut. Se-
dangkan, faktor eksternal terjadi adanya desakan dan
pengaruh dari lingkungan, misalnya diiming-imingi
mengenai janji dalam bentuk materi jika diberikan
kemudahan dalam memenangi tender proyek.

Saat ini peraturan yang berlaku di Indonesia yang
mengatur tindak pidana korupsi adalah Undang-
-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi se-
bagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Undang-
-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No.
20 Tahun 2001). Ramiyanto (2014) mengatakan bah-
wa jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia, tin-
dak pidana korupsi yang meluas dan sistematis me-
rupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan
ekonomi masyarakat sehingga digolongkan sebagai
extra ordinary crime.

Muladi (2005) memberikan sejumlah alasan menga-
pa korupsi di Indonesia dikategorikan sebagai keja-
hatan luar biasa (extra ordinary crime), yaitu: (1) Me-
rendahkan martabat bangsa di forum internasional;
(2) Menurunkan kepercayaan investor dan foreign
direct invesment; (3) Bersifat meluas di segala sek-
tor pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif)
di pusat atau daerah serta sektor swasta; (4) Bersifat
transnasional (Penyuapan pejabat publik dan pejabat
asing organisasi internasional publik atau korupsi
komersial), dan bukan laga masalah negara per ne-
gara; (5) Cenderung merugikan keuangan negara
dalam jumlah yang signifikan; (6) Merusak moral
bangsa; (7) Mengkhianati agenda reformasi (pro-
ses demokratisasi); (8) Mengganggu stabilitas dan
keamanan negara; (9) Mencederai keadilan dan
pembangunan berkelanjutan; (10) Membahayakan
supremasi hukum; (11) Bersinergi negatif dengan
kejahatan ekonomi lainnya seperti (pencucian uang);
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(12) Bersifat terorganisasi; (13) Melanggar Hak Asasi
Manusia (sosial dan ekonomi); (14) Dilakukan dalam
setiap kesempatan, termasuk saat negara dalam kea-
daan kritis.

Selanjutnya Muladi (2005) mengatakan bahwa ko-
rupsi sudah berada dalam tataran yang mengganggu
ketenteraman (human security) bangsa-bangsa. Ko-
rupsi tidak hanya menimbulkan economic damages
tetapi juga value damages (demokrasi, supremasi
hukum, melanggar ham, merusak mental pejabat
dan sebagainya). Korupsi merupakan perbuatan anti
sosial demi kekuasaan dan kekayaan, sebagai suatu
kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) maka ko-
rupsi di Indonesia dilakukan secara sistematis yang
mengakibatkan kerugian keuangan negara sangat
besar.

Sementara itu, Undang-undang Nomor 7 Tahun
2006 Tentang Pengesahan United Nation Against
Corruption 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi 2003)
menjelaskan bahwa Tindak pidana korupsi merupa-
kan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi,
yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas,
dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bang-
sa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tin-
dak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan
pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan
langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan
yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berke-
sinambungan baik pada tingkat nasional maupun
tingkat internasional.

Kerja sama antara pihak terkait dalam memberantas
tindak pidana korupsi sangat diperlukan dalam pe-
nyelesaian perkara yang saling berhubungan disebut
dengan Integritas System Peradilan Pidana Terpadu
(Criminal Justice System) (Pasaribu, Jauhari & Zaha-
ra, 2017). Selama ini pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksa-
nakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
khusus yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah diu-
bah sebanyak 5 (lima) kali, akan tetapi peraturan per-
undang-undangan dimaksud belum memadai, anta-
ra lain karena belum adanya kerja sama internasional
dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana
korupsi. Dalam Pasal 10 KUHP, jenis pidana dibagi
menjadi dua, yaitu: (1) Pidana pokok, yang terdiri
dari: pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan;
pidana denda; dan (2) Pidana tambahan, yang ter-
diri dari pencabutan hak-hak tertentu; perampasan
barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan
hakim.

Pada prinsipnya mengenai hukuman pokok, maka
dalam beberapa hal yang ditentukan dalam Un-

-17-

dang-undang dijatuhkan pula (ditambah) dengan
salah satu dari hukuman tambahan (Soesilo, 1991).
Hukuman tambahan gunanya untuk menambah
hukuman pokok. Pengecualian atas prinsip tersebut
juga terdapat dalam beberapa aturan di luar KUHP.
Dalam Pasal 38 ayat (5) Undang-undang No. 31 Ta-
hun 1999 dikatakan bahwa dalam hal terdakwa
meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan
terdapat bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan
telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim
atas tuntutan penuntut umum menetapkan peram-
pasan barang-barang yang telah disita.

Berdasarkan Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo
Undang-undang No. 20 tahun 2001, menetapkan ke-
bijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus
dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (Asset
Recovery). Sedangkan dalam salah satu pidana tam-
bahan terkait pengembalian uang negara yang diko-
rupsi adalah berupa pembayaran penggantian uang
sebanyak kerugian negara yang dikorupsi. Hal ini di-
maksudkan untuk mengembalikan kepada kas atau
keuangan negara. Selain itu, bentuk uang pengganti
tersebut dimaksudkan sebagai pidana tambahan un-
tuk memberikan efek jera serta mengembalikan ke-
rugian negara akibat korupsi tersebut.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik In-
donesia Nomor 5 Tahun 2014 bahwa dalam praktik-
nya, belum terdapat kesamaan pandangan mengenai
parameter penentuan besaran uang pengganti di-
mana dalam beberapa kondisi sering dihitung ber-
dasarkan jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan,
namun pada kondisi lain dihitung berdasarkan jum-
lah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana
korupsi tersebut.

Di dalam Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun
1999 mengisyaratkan bahwa sebagai uang pengganti
dalam pidana tambahan bersifat tidak secara man-
diri, artinya harus mengacu pada pidana pokok. Se-
dangkan terkait dengan eksekusi atau pelaksanaan
dalam Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999
tersebut dikenakan secara maksimal hanya sebatas
harta benda yang diperoleh dari tindak pidana ko-
rupsi dengan 1 (satu) bulan maksimal jangka waktu
pembayarannya setelah adanya putusan pengadilan.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indo-
nesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 mengatakan bah-
wa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang
pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah se-
banyak-banyaknya sama dengan harta benda yang
diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan se-
mata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang
diakibatkan.
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Dengan upaya pengembalian uang hasil korupsi atas
kerugian keuangan negara maka pengembalian aset
atau uang pengganti, dapat dilakukan oleh pemerin-
tah Indonesia. Hal ini dikarenakan korupsi yang dila-
kukan merupakan dana yang diperuntukkan untuk
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan ma-
syarakat Indonesia.

Pembuktian adanya kerugian keuangan negara akan
didasarkan pada hal-hal yang relevan secara yuridis
di persidangan, seperti hasil audit dan investigasi
dari BPK, BPKP atau institusi resmi dengan keahli-
an dapat menemukan aliran kas yang mencurigakan
sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dengan demikian, dalam perspektif hakim bahwa
berdasarkan surat dakwaan akan melihat adanya be-
berapa pasal (dakwaan alternatif) yang didakwakan
terhadap terdakwa, berwenang memilih dan memu-
tuskan pasal yang menurutnya berkenaan dengan
tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dalam pu-
tusan, akan diketahui bahwa hakim memutuskan ter-
dakwa bersalah melanggar Pasal 3 Undang-undang
No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Pasaribu, Jauhari & Zahara, 2017).

Jika terdakwa perkara tindak pidana korupsi terbukti
dalam persidangan, maka hakim akan memberikan
pidana tambahan yakni uang pengganti sebesar ke-
rugian yang diderita oleh negara. Penggantian terse-
but akan berdasarkan pada hasil perhitungan inves-
tigasi atau audit yang telah dilakukan oleh instansi
yang ditunjuk dan memiliki keahlian yang berkom-
peten.

Setelah adanya putusan hakim mengenai penggan-
tian uang tersebut maka jaksa pembela negara da-
pat melakukan eksekusi atau penagihan paling lama
satu bulan setelah putusan. Jika melebihi batas waktu
yang telah ditentukan tetapi tidak dilakukan peng-
gantian maka jaksa berwenang dalam menyita harta
benda terdakwa dan dilakukan lelang, yang bertuju-
an untuk menutupi uang pengganti yang jumlahnya
sesuai dengan putusan pengadilan. Hal ini diatur da-
lam Undang-undang No. 20 tahun 2001 pada pasal
38 B dan 38 C. Penjelasan pasal 38 sebagai berikut.

“Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian
terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta
benda yang diduga keras juga berasal dari tindak
pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pa-
sal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Un-
dang-undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pembe-
rantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai
dengan Pasal 12 Undang-undang ini sebagai tindak
pidana pokok. Pertimbangan apakah seluruh atau
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sebagian harta benda tersebut dirampas untuk nega-
ra diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan
perikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa.
Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (6) ialah alasan logika hukum karena
dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari
segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti
terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam
kasus tersebut.”

“Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah
untuk memenubhi rasa keadilan masyarakat terhadap
pelaku untuk pidana korupsi yang menyembunyi-
kan harta benda yang diduga atau patut diduga bera-
sal dari tindak pidana korupsi. Harta benda tersebut
diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh
kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, nega-
ra memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata
kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap
harta benda yang diperoleh sebelum putusan peng-
adilan memperoleh kekuatan tetap, baik putusan
tersebut didasarkan pada Undang-undang sebelum
berlakunya Undang-undang No.31 Tahun 1999 ten-
tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau
setelah berlakunya Undang-undang tersebut. Untuk
melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk
kuasanya untuk mewakili negara.”

Pengecualian mengenai pembayaran uang penggan-
ti, jika terpidana tidak memiliki aset atau harta benda
yang cukup maka digantikan dengan hukuman pi-
dana penjara dan jangka waktunya tidak akan me-
lebihi dari pidana pokoknya. Artinya bahwa pelaku
tindak pidana korupsi dapat terbebas dari kewajiban
untuk membayar uang pengganti apabila harta ben-
da atau aset pelaku tindak pidana telah dirampas un-
tuk negara.

Dengan demikian fungsi penggantian uang sebagai
bentuk kerugian negara atas dampak korupsi, se-
suai dengan Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo
Undang-undang No. 20 tahun 2001 bahwa pidana
tambahan penggantian uang dalam tindak pidana
korupsi diperlukan sebagai pengembalian atas keru-
gian keuangan negara.

Berdasarkan hal tersebut, dalam peraturan Mahka-
mah Agung Nomor 5 Tahun 2014, parameter per-
hitungan besaran uang pengganti ialah sebanyak-
-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh
dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pema-
haman bahwa parameter perhitungan besaran uang
pengganti ditinjau dari besaran kerugian negara su-
dah tidak dapat diterapkan dalam suatu persidangan
Tindak Pidana Korupsi.
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METODOLOGI PENELITIAN

Rencana penelitian ini menggunakan jenis peneli-
tian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilaku-
kan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder belaka (Soekanto & Mamudji, 2011). Pe-
nelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut
mencakup hal-hal, sebagai berikut : (a) Penelitian
terhadap asas-asas hukum; (b) Penelitian terhadap
sistematik hukum; (c) Penelitian terhadap taraf sin-
kronisasi vertikal dan horizontal; (d) Perbandingan
hukum; dan (e) Sejarah hukum (Soekanto & Ma-
mudji, 2011).

Terkait dengan klasifikasi tersebut di atas dalam re-
levansinya dengan rencana penelitian ini merupa-
kan yuridis normatif, yakni menyangkut penelitian
terhadap taraf sinkronisasi vertikal suatu peraturan
perundang-undangan yang tergolong bahan hukum
primer, dan dilakukan dengan cara menganalisis te-
ori-teori, konsep-konsep, serta perundang-undang-
an yang berkaitan dengan pengadilan tindak pida-
na korupsi yang tercantum dalam Undang-undang
Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pera-
turan Mahkamah Agung Republik Indonesia No-
mor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang
Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis
penelitian deskriptif, yaitu suatu jenis penelitian
yang dirumuskan untuk memberikan data yang
seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau ge-
jala-gejala lainnya. Penelitian ini bermaksud untuk
memperoleh data semaksimal mungkin dan seteli-
ti mungkin tentang masalah-masalah yang terjadi
dalam Implementasi Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak
Pidana Korupsi.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang
meliputi bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hu-
kum yang mempunyai kekuatan mengikat) yang
akan diperoleh dari beberapa peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pera-
turan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
segala peraturan perundang-undangan yang meng-
atur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Bahan Hukum sekunder yaitu bahan yang membe-
rikan penjelasan bahan hukum primer, yang akan
diperoleh dari keterangan, kajian, analisis tentang
hukum positif seperti buku-buku hukum. Buku-
-buku hukum yang digunakan dalam penelitian ini
adalah buku-buku mengenai hukum pelaksanaan
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pidana, pemidanaan dan tentang tindak pidana ko-
rupsi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada-
lah observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan.
Data yang terkumpul di analisis dengan secara ku-
alitatif.

HAasiL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

MEekKANISME PENJATUHAN TAMmMBAHAN UANG PENG-
GANTI DAarLam Kasus Tinpak Pipana Korursi

Konsep uang pengganti hanya dapat dijatuhkan ter-
hadap terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.
Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 6 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014. Artinya
secara prinsip pidana tambahan uang pengganti di-
berikan kepada pelaku tindak korupsi. Sedangkan
dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor
5 tahun 2014 berbunyi.

“Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak
pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan
telah dialihkan kepada pihak lain, uang penggan-
ti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepan-
jang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan
penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi ma-
upun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana
pencucian uang.”

Mekanisme tindak perkara korupsi sebagaimana di-
atur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam
Pasal 32, 33, 34 dan 38 mengenai gugatan perdata
serta ketentuan Pasal 38 ayat (5), 38 ayat (6), 38B ayat
(2) dengan jalur pidana melalui proses penyitaan
dan perampasan, diantaranya:

“Pasal 32

1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpenda-
pat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana
korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan
secara nyata telah ada kerugian keuangan nega-
ra, maka penyidik segera menyerahkan berkas
perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa
Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan per-
data atau diserahkan kepada instansi yang diru-
gikan untuk mengajukan gugatan;

2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana ko-
rupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut
kerugian terhadap keuangan negara.”
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“Pasal 33

Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat di-
lakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah
ada kerugian keuangan negara, maka penyidik se-
gera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan
tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau dise-
rahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dila-
kukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

“Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat
dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, se-
dangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan
negara, maka penuntut umum segera menyerahkan
salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada
Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada
instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan
perdata terhadap ahli warisnya.”

“Pasal 38 ayat (5)

Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum pu-
tusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup
kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan
tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan
penuntut umum menetapkan perampasan barang-
-barang yang telah disita.”

“Pasal 38 ayat (6)

Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya ban-
ding.”

“Pasal 38B Ayat (2)

Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bah-
wa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi,
harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari
tindak pidana korupsi dan hakim berwenang me-
mutuskan seluruh atau sebagian harta benda terse-
but dirampas untuk negara.”

Selain itu, mekanisme dan proses pelaksanaan pu-
tusan pengadilan secara umum diatur dalam Bab
XIX KUHAP. Eksekusi hanya bisa dilakukan dalam
hal putusan telah berkekuatan hukum tetap. Hal
ini tertuang didalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014,
yang berbunyi sebagai berikut.

(1) “Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
setelah putusan berkekuatan hukum tetap, ter-
pidana tidak melunasi pembayaran uang peng-
ganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terha-
dap harta benda yang dimiliki terpidana.
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(2) Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana
dimaksud ayat (1) terpidana tetap tidak melu-
nasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib
melelang harta benda tersebut dengan berpe-
doman pada Pasal 273 ayat (3) KUHAP.

©)

Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambat-
nya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan.

(4) Sepanjang terpidana belum selesai menjalani
pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat mela-
kukan penyitaan dan pelelangan terhadap har-

ta milik terpidana yang ditemukan.”

Selanjutnya, eksekusi yang dilakukan oleh jaksa se-
bagaimana diatur pasal 1 butir 6 jo. pasal 270 KU-
HAP jo. pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang
Kejaksaan. Pidana pembayaran uang pengganti ti-
dak diatur di dalam KUHAP, yang mana pidana ini
merupakan salah satu kekhususan pemberantasan
tindak pidana korupsi. Jaksa tidak dapat memper-
panjang batas waktu terpidana untuk membayar
uang penggantinya seperti pidana denda yang dia-
tur pada pasal 273 (2) KUHAP. Pidana pembayaran
uang pengganti dan pidana denda memiliki sifat
yang berbeda hal ini dapat dilihat bahwasanya pi-
dana uang pengganti merupakan pidana tambahan
sedangkan pidana denda merupakan pidana pokok.

Pernyataan hal tersebut juga telah diatur dalam Pa-
sal 10, 11 dan 12 Peraturan Mahkamah Agung Re-
publik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, sebagai ber-
ikut.

“Pasal 10

(I) Penjara pengganti yang harus dijalankan ter-
pidana ditetapkan oleh jaksa setelah memper-
hitungkan uang pengganti yang telah dibayar-
kan sebelum pidana penjara pokoknya selesai
dijalani

(2) Terpidana tetap dapat melakukan pelunasan
sisa uang pengganti setelah selesai menjalan-
kan pidana penjara pokok maupun pada saat

menjalankan penjara pengganti.

(3) Pelunasan sebagaimana yang diatur dalam
ayat (2) mengurangi sisa penjara pengganti se-

suai dengan bagian yang dibayarnya.
Pasal 11
(1)

Jaksa mengirimkan tembusan berita acara
pembayaran uang pengganti yang ditandata-
ngani olehnya dan terpidana kepada Pengadil-

an Negeri yang mengadili perkara.
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(2) Apabila terpidana tidak memiliki harta benda
lagi untuk disita, Jaksa membuat berita acara
yang menyatakan hal tersebut dan ditembus-
kan kepada Pengadilan Negeri yang mengadili

perkara.

(3) Apabila telah dilakukan pelelangan terhadap
harta benda milik Terpidana sebagaimana di-
maksud Pasal 10 ayat (2), Jaksa mengirimkan
tembusan berita acara pelelangan tersebut ke-
pada Pengadilan Negeri yang mengadili per-

kara.

(4) Dalam hal terpidana membayarkan sebagian
dari uang pengganti yang dijatuhkan kepa-
danya, pembayaran uang pengganti tersebut
akan diperhitungkan secara proporsional se-
bagai pengurangan lama penjara pengganti

yang harus dijalani terpidana.
Pasal 12

(1) Perhitungan lama penjara pengganti yang ha-
rus dijalani terpidana sebagaimana dimaksud
Pasal 10 ayat (1) ditembuskan kepada Pengadil-
an Negeri yang mengadili perkara dan Lemba-
ga Pemasyarakatan.

(2) Dalam hal terpidana diberikan pembebasan
bersyarat, pelaksanaan pembebasan bersyarat
dilakukan setelah terpidana menjalani penjara

pengganti.”

Dalam eksekusi pidana uang pengganti berdasar-
kan putusan pengadilan harus sesuai dengan keten-
tuan Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-
-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberan-
tasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana mekanisme
penyelesaian eksekusi pidana uang pengganti ber-
dasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3)
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-
-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberan-
tasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi seba-
gai berikut.

“Pasal 18 ayat (1) huruf b

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya seba-
nyak-banyaknya sama dengan harta benda yang di-
peroleh dari tindak pidana korupsi.

Pasal 18 ayat (2)

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti se-
bagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling
lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hu-
kum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh
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jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti
tersebut.

Pasal 18 ayat (3)

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda
yang mencukupi untuk membayar uang penggan-
ti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,
maka dipidana dengan pidana penjara yang lama-
nya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana
pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah di-
tentukan dalam putusan pengadilan.”

Pernyataan dari Pasal diatas mengisyaratkan bahwa
paling lama satu bulan sesudah putusan pengadil-
an mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi,
jika pelaku tindak pidana korupsi (terpidana) tidak
membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan
oleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap,
maka harta benda terpidana dapat disita oleh jaksa,
dan dilelang untuk membayar atau menutupi uang
pengganti tersebut.

Kasus yang berbeda jikalau pelaku tindak pida-
na korupsi (terpidana) tidak memiliki harta benda
(aset) atau kekayaan yang mencukupi dalam mem-
bayar uang pengganti, maka menjalani pidana pen-
jara subsidair pidana uang pengganti, ketentuan
tersebut tidak melebihi ancaman maksimum dari
pidana pokok sesuai dengan Undang-undang. Oleh
sebab itu, adanya pedoman mengenai tata cara ek-
sekusi uang pengganti dengan subsidair pidana
penjara pada Peraturan Mahkamah Agung Repub-
lik Indonesia Nomor 5 tahun 2014. Lamanya penen-
tuan besaran penjara pengganti diatur dalam Pasal
8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 5 tahun 2014.

(I) Lama penjara pengganti yang dapat dijatuh-
kan adalah setinggi-tingginya ancaman pida-

na pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti.

(2) Dalam hal ancaman pidana pokok atas pasal
yang dinyatakan terbukti sebagaimana dimak-
sud ayat (1) adalah pidana penjara seumur hi-
dup, maksimum penjara penggantinya adalah

20 (dua puluh) tahun.

(3) Ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP tidak meng-

ikat untuk penjatuhan penjara pengganti.

Didalam ketentuan Pasal 20 ayat (7) Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor
20 tahun 2001 menentukan bahwa korporasi tidak
dapat dijatuhi dan menjalani pidana penjara. Arti-
nya bahwa secara hukum, eksekusi uang pengganti
yang dilakukan individu dan korporasi memiliki



Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Volume 14 No. 1 Januari 2020

pengaturannya tata cara pengembalian yang sama.
Namun, letak perbedaannya adalah korporasi tidak
dapat dijatuhkannya subsidair pidana penjara. Oleh
sebab itu, suatu korporasi yang tidak dapat mem-
bayar uang pengganti, maka tidak dapat menjalani
subsidair pidana penjara. Hal ini juga tertuang di-
dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor
5 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut.

(1) Korporasi dapat dikenakan pidana tambahan
pembayaran uang pengganti.

(2) Apabila korporasi dikenakan pidana tambahan
uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat
(1), terhadap korporasi tersebut tidak dapat di-

jatuhi penjara pengganti atas uang pengganti.

Didalam pengaturan eksekusi uang pengganti Pa-
sal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, menjelaskan bah-
wa penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki
terpidana. Harta benda yang disita tersebut sesuai
dengan Pasal 44 KUHAP akan disimpan dalam Ru-
mah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Tempat
tersebut merupakan satu-satunya tempat penyim-
panan segala macam benda sitaan (Harahap, 2014).

Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/
PMK.06/2011 mengatur tentang pengurusan barang
rampasan negara, yang berbunyi sebagai berikut.

(1) Penjualan Barang Rampasan Negara oleh Ke-
jaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi
dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor
Pelayanan.

(2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak memerlukan persetujuan Menteri/Presi-

den/DPR.

(3) Dalam hal Barang Rampasan Negara tidak
laku dijual lelang, Kejaksaan dan/atau Komi-
si Pemberantasan Korupsi mengajukan usulan
penetapan status penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindah tanganan, dan Penghapusan kepada

Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

(4)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), terhadap:

a. Barang Rampasan Negara yang diperlukan
untuk kepentingan negara dapat ditetapkan
status penggunaannya oleh Menteri atas
usul Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberan-
tasan Korupsi;

Barang Rampasan Negara yang diperlukan
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
pemerintah daerah dapat dihibahkan ke-
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pada pemerintah daerah oleh Menteri atas
usul Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberan-
tasan Korupsi; atau

Barang Rampasan Negara berupa selain ta-
nah dan/atau bangunan yang;:

1) dapat membahayakan lingkungan atau
tata niaga sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

secara ekonomis memiliki nilai lebih
rendah dari biaya yang harus dikeluar-
kan apabila ditempuh proses lelang;

2)

dilarang untuk beredar secara umum
sesuai ketentuan perundang-undangan;
atau

4) berdasarkan pertimbangan Kejaksaan
dan/atau Komisi Pemberantasan Korup-
si tidak perlu dijual secara lelang, pe-
nyelesaiannya dapat dilakukan dengan
pemusnahan oleh Kejaksaan dan/atau
Komisi Pemberantasan Korupsi setelah
mendapat persetujuan Menteri.

Barang Rampasan Negara berupa selain ta-
nah dan/atau bangunan yang;:

1) telah berada dalam kondisi busuk atau
lapuk; atau

2) berpotensi cepat busuk atau cepat la-
puk, dapat langsung dilakukan pemus-
nahan oleh Kejaksaan dan/atau Komisi
Pemberantasan Korupsi yang hasilnya
dilaporkan kepada Menteri paling lam-
bat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
pelaksanaan pemusnahan.

(5) Penyelesaian dengan cara pemusnahan seba-
gaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d men-
jadi tanggung jawab sepenuhnya Kejaksaan
dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan
tersebut penjualan barang harus dilakukan secara
lelang pada kantor pelayanan. Kantor pelayanan
yang dimaksud didalam pasal tersebut merupakan
kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang pada
direktorat jenderal kekayaan negara. Dimana penju-
alannya tidak memerlukan peretujuan dari Menteri
atau Presiden atau DPR.

Jika hasil pelelangan masih terdapat barang ram-
pasan tidak laku dijual maka Kejaksaan atau Ko-
misi Pemberantasan Korupsi dapat memanfaatkan
atau menggunakan atau pemindah tanganan atau
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menghapus sepanjang mendapatkan persetujuan
dari Menteri.

Hasil pelelangan barang rampasan tesebut, menu-
rut Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan, diberikan
kuasa penuh kepada kantor pelayanan untuk me-
nyetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Ne-
gara Bukan Pajak berupa penerimaan umum pada
Kejaksaan dalam waktu 3 (tiga) bulan dan dapat di-
perpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

Bagi Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi tidak
diberikan kewenangan untuk melakukan pelelang-
an tetapi menurut Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan
Menteri Keuangan melakukan pengamanan admi-
nistrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum
terhadap Barang Rampasan Negara dan Barang
Gratifikasi yang berada dalam penguasaannya. Se-
lain itu juga setiap barang rampasan negara Komi-
si Pemberantasan Korupsi dapat mengajukan usul
penetapan status penggunaan, Pemanfaatan, Pe-
mindahtanganan, pemusnahan dan Penghapusan
kepada Menteri atau kepada pejabat yang meneri-
ma pelimpahan wewenang Menteri sesuai dengan
batas kewenangan. Sedangkan untuk barang grati-
fikasi hanya dilakukan penyerahan kepada Menteri
untuk dikelola.

Pada tahun 2014, kejaksaan kini resmi memiliki Pu-
sat Pemulihan Aset yang disingkat PPA. Keberadaan
PPA ini dikuatkan dengan Peraturan Jaksa Agung
Nomor: Per006/A/JA/3/2014 tentang perubahan atas
peraturan Jaksa agung nomor per-009/A/JA/01/2011
tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan Repub-
lik Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

KEsiMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang diuraikan sebelum-
nya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indone-
sia Nomor 5 Tahun 2014 tentang pidana tambah-
an uang pengganti dalam tindak pidana korupsi
merupakan regulasi yang terkait dengan para-
meter perhitungan besaran uang pengganti yang
didasarkan pada harta benda yang diperoleh
dari tindak pidana korupsi, dimungkinkan ter-
dapat adanya suatu pengecualian. Pengecualian
tersebut terjadi, apabila harta benda yang diper-
oleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati
oleh terdakwa, melainkan telah dialihkan kepa-
da pihak lain, yang pihak tersebut tidak dilaku-
kan suatu penuntutan. Pengembalian keuangan
negara terkait dengan hasil tindak pidana ko-
rupsi, telah memenuhi unsur-unsur melawan
hukum dan unsur kerugian negara. Dari bebe-
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rapa perkara atau kasus tindak pidana korup-
si mengenai putusan pengadilan pidana uang
pengganti, adanya perbedaan putusan besaran
antara satu sama lainnya (disparitas). Pada saat
itu, setiap kasus tindak pidana korupsi putusan
hakim di pengadilan mengenai pidana tambah-
an uang pengganti didasarkan dengan prinsip
hukum “tanggung renteng.” Untuk menjawab
mengenai dualisme besaran uang pengganti dari
hasil tindak pidana korupsi, maka Mahkamah
Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi telah
mengeluarkan pedoman dalam bentuk Peratur-
an Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 ten-
tang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam
Perkara Tindak Pidana Korupsi.

2. Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No-
mor 5 tahun 2014 bertujuan untuk melengkapi
kelemahan dan kekurangan ketentuan Pasal 18
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Un-
dang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seba-
gaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mah-
kamah Agung Nomor 5 tahun 2014 bahwa da-
lam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara
bersama-sama dan diadili secara berbarengan,
pidana tambahan uang pengganti tidak dapat
dijatuhkan secara tanggung renteng. Eksekusi
Uang Pengganti berdasarkan putusan telah ber-
kekuatan hukum tetap tertuang didalam Pasal 9
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indone-
sia Nomor 5 Tahun 2014. Didalam pengaturan
eksekusi uang pengganti Pasal 9 ayat 1 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 2014, menjelaskan bahwa penyitaan
terhadap harta benda yang dimiliki terpidana.
Harta benda yang disita tersebut sesuai dengan
Pasal 44 KUHAP akan disimpan dalam Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Hasil pele-
langan barang rampasan negara, menurut Pa-
sal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/
PMK.06/2011 mengatur tentang pengurusan ba-
rang rampasan negara, diberikan kuasa penuh
kepada kantor pelayanan untuk menyetorkan ke
kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan
Pajak berupa penerimaan umum pada Kejaksaan
dalam waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpan-
jang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

SARAN

dapun Saran yang dapat disampaikan Pertama, Un-
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis da-
pat memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Sebaiknya, pidana tambahan dalam pembayaran
uang pengganti harus lebih dimaksimalkan da-
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lam pengembalian kerugian keuangan negara.
Dengan mengefektifkan pelaksanaan pembayar-
an uang pengganti dalam tindak pidana korupsi,
yakni dengan upaya meningkatkan profesiona-
lisme dan integritas moral dari institusi penegak
hukum. Institusi penegak hukum yakni kejaksa-
an selaku eksekutor perlu dibekali pendidikan
terkait dengan pelaksanaan pembayaran uang
pengganti dalam tindak pidana korupsi.

. Seharusnya, pembayaran uang pengganti sebagai

an khusus dari Majelis Hakim dalam memenuhi
asas kemanfaatan, kemanusiaan dan keadilan.
Seyogyanya, pengembalian kerugian keuangan
negara melalui penyitaan harta benda (aset) mi-
lik terpidana dengan memperhatikan nilai eko-
nomisnya, selain itu juga perlunya memperha-
tikan undang-undang tentang perbendaharaan
negara dan undang-undang tentang keuangan
negara. Karena setiap peraturan-peraturan yang
di buat haruslah bisa memberi efek jera terhadap

. . ! pelaku tindak pidana korupsi.
pidana tambahan perlu memerhatikan fakultatif-

nya, agar dapat menegaskan pidana pokok. Oleh
karena itu, perlunya kebijakan dan pertimbang-
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